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TENTANG

PEDOMAN REMUNERASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER ABDOER RAHEM KABRUFATEN SITUBONDO

Menimbang

Meagingat

DPENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUFATI] SITUBONDO,

hahwa guna sebagai pedoman pemberian remunerasi bagi Pejabat Pengelola,
Dewan Pengawas, Sckrctarks Dewan Penpawas, dan Pegawai pada Rumah
Sakilt Upwm Dserah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo,
dipandang perfu menclapkan Pedomin Remmumnerast di Rumah Sakit Unum
Dacrah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya
dijeiapkan dengan Peraturan Bupati.

1.

Undang—Undang Nomor 32 Takun 2004 tentang Pemenintahan Dacrah
{Lembaran Negra Republik Indooesia Tabun 2004 Nomeor 125,
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana lelabh diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua Ats Undang-Undang Momor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaersh (Lembaran Nepara
Republik Indonesia Tahun 2008 Momor 59, Tambahan Lembaran
Negarn Republik Indonesia Nomer 4844);

Undang-t/ndang Nomor 44 Tebwn 2009 temang Humah Sakic
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133,
‘Yambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2003 tertang Pengelolaan
Keuangan Decrah (Lembarmn Negura Republik Indonesia Tabiun 2005
MNomor 140, ‘lambahan Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Nomor 4578);

Pergturan Pemerintzh Nomor 78 Tahon 2005 tentamg Pembinaan dan
Pengawasen atae Penyelenggaraan Pemeriniah Daerabh (Lembaren
Negara Republik Indonesia Tahum 2005 Nomuor 165, Tambaban
Lembearan Negarz Republik Indoncsia Nomeor 4393),

Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 lentung Pelaporan
Keumgan dan Kinerja Instansi Pemcrintah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 MNomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraruran  Pemerinizh Womor 3 Tahun 2007 temiang Laposm
Penyelenggarnan Pemernintahan Dacrsh kepada DFRD, dan Informast
Laporan Penyclenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembarun Negara Republik Indonesin Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lemburan Megara Repablik Indonesia Nomar 4693),



Menetapkan

T.

Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 temang Pembayian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemecrintahan Dacrah
Propinsi, dan Pemerintahan Daesrah Kabupaten/Kom {Lembiran
Negara Republik Indonesia Talum 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraian Pemeringah Nomor 61 Talnn 2007 teany Pedemnan Tekmis
Penpelolaan Keuangan Hatan Layanan Umum Daerah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor , Lembaren Nepara
Republik indonesia Momor )

Peraturan Dacrah Kabupaten Situbomdo Nomor 02 Tabun 2008
tentang [reon Pemeriniah Dacrah Kebupeten Situbonde (Lembaran
Daerah Kabupaten Situbendo.

MEMUTLSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEPOMAN REMUNERASI DI
RIMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM
KABUFPATEN SITUBONIM)

Pasal 1

Dialam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

2

Rumah Sakit [l Dacralt Dokter Abdoct Rahem adalal Rimnsh
Sakil Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo.
Badan laymman Urmum Daerah yang selanpinya disingkat BL1D
adalah Satvan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kxrja pada Satuam
Kerja Pcranpkat Deerah di linglungan Pemerintah Dacrah yang
dibentuk umuk wemberikan pelayanan kepads masymrakat berupa
penyediaan barang danfatau jasa yang dijual tenpa mengutarmakan
mencars keuwotungan, dan dalam mefakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip cfisiensi dan produktivitas.

Remunerasi adalah imbalan kega yang dapat berupa gay, hunjmgan
tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau
pensim.

Pejabat Pengelola adalah Pejabal Pengelela Rumah Sekit Umurn
Daersh Dokter Abdoer Rahem Kabupaien Sitabondo.

Pimrpinan adalah Pimpinan Rumsh Sakit Umum Dacrah Dokier
Abdoer Rabem Kabupaten Situbondo.

Dewan Pengawas adalah Dewan Pengpwas Rumab Sakit Umum
TNaerah Dokter Abdver Rahcem Kabupaten Situborkln.

Pcgawni adalab Pepawai yang tenlapat pada Rumah Sakit Umum
Daerah Doktor Abdocr Rahem Kebupaten Situbomde, baik Pepawa
vang merapakan PNS maupun Pegawai yang berasal dori Noa PINS.

Pasal 2

Pejabat pengelola Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem,
dewan pengawas, sckretans dewan pengawas, dan pegawsi Rumah Sakit
Unmum Daerah Dokter Abdocr Rahem dapet diberikin remuseras: sesval
dengan tingkat tanpggung jawab dan tunttan profesionalisme  yang
diperiukan.

a.

b.

Passl 3
Remuncrasi yang diberikan dapat berupa :
gaii;
turgangan tetap;

C.

homorarivm;



d.  insentif;
g.  bonus atas prestasi;
f. pesangon; Jan/alau
g, pensium.

Pasai 4

Bagi pejabat pengelala dan pegawai yang berstatus Pegawai Negen Sipil,
gaji pokok dan tunjengen mengikoti peraturan perundang-undangan tentang
gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesnai
remumerssi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal ¥

Pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas dan
sckretaris dewan pengawas ditetapkan olch Bupati berdasarkan usufan yang
disampaikan oleh Pimpinan Rumah Sakit Umum Dacrah Dokter Abdoer
Rahemn melaiui Sekretaris Dacrah.

Pasal 6

Pemberian ramuncrasi bagi pegawai ditetapkan olch Pimpinan Rumeh Sakit
P Daerah Dokier Abdoer Rahem,

Pasal 7

Remunerasi untuk pejabat pengelula, dewan pengawas, dan sekretans
dewan pengawas Rumah Sakit Uimum Daerah Dokter Abdoer Rahcm
diberikan dalam bentuk honotarium.

Prsnl ¥

I fonorarium dewsn pengawas ditetapkan sebagai bertko :

a. ketua dewan pengawas diberiken henorarium paling banyak sebezar
4% (empat puluh per seratis) dari besarnya honorarium Pimpinan
Kumsh Sakit 1Tmum Daesrah;

b.  angpota dewan pengawas diberikan honorarium paling banyak scbesar
36% {tiga puluh enam per seratus) dari besarmya honorarium Pimpinan
Ruwmak Sakil Umum Daeraly;

c. sekretaris dewan pengawas dibenkan bonoranum paling banyak
sebesar 15% {lima belas per sermtus) dari besarnya honorariom
Pimpinan Rumah Sakit Umoam Dacrah.

Paszl 9
Houowarnium bagi pejabal pengeloka dan pegawai Ruvmab Sakit meom
Traerah Dokter Abdoer Rahem dapat dihitung dengan indikator perilaian :
pengalaman dan masa kerja;
ketrampilan, ilmu pengetahuan dan peritaku;
resiko kerja;
angkat kegawatdaruratan;
jabatan yang disandang,
hasil/capaian kinerja

T oan aTp

Pazal 10
{1) Penctapan bhonormrium Pimpinan mempertimbangkan faktor-faktor
yvang didasarkan pada :
4, ukvran (size) dan jumlsh aset yang dikelola, tingkot pelayanan
serta produktivitas;
b.  pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
¢. kemampuen pendapatan; dan



(2)

(1)

2}

(1}

&

d.  &inerda operasional denpan  mempertimbangkan  ikfikator
kcuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat,
Hooowarium peiabat keuangan dan peiabat teknis ditetapkan paking
banyak sebesar 90% (sembilan puluvh per seratus) darl honorarium
Pimpinan
Pasal 11

Atas jasa pelayansn yang diperoleh dan pelayanan keschatan,
pelayanan apotek dan pelayanan padkae dasal dimanfaatks watuk
pernberian remunerasi hagi pejabat pengelota dan pegawai.

Pembagian remunerasi sebagaimema dimaksnd pada ayat (1)
ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan.

Pasal 12

Pejabat pengelofa, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas
yang diberhentikan sementara  dari jabsimmya  memperoleh
humnmw@r%lhmpnﬁdlpamaﬂm}hm
bulan terakhir vany berlaku scjak tanggal diberhentikan sempai dengean
ditetapkannys keparttusan definitil tentany jabatan yang bersangkatan.
Bogi pejabat penprloln yamg berstatua PNS dam  diberhentilion
sementara dai jabatannya sebapaimena dimeksud pada ayat (1),
mempesoieh penghasilan sebesar S0% (lims puluby per seratis) dari
rermunerasi bolan terakhic di Fwmah Sakit Umum Daerah dokier
Abdoer Rabem sejak tanggal diberhentikan atau sebeser gaji PNS
berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir,

Pasal 1§

Peraturan Bupati ini mulai betlaku pada tanggal diundangkan.

Agar scliap omeng dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatanmys dalam Berita Daerah
Kabupaten Situbondo.

Dimianghnd.lﬂ-rtubuodo

pada tanggal 7 °

Ph. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BITUBDNDO

Pembina Utama Muda
NIP. 19570104 193303 1010

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 20
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